
 
 
 
 

 
WALIKOTA BANJARBARU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU 

NOMOR   10  TAHUN 2019 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 5              

TAHUN 2017 TENTANG BIAYA SEWA RUMAH JABATAN                                      
BAGI WAKIL WALIKOTA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA BANJARBARU, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36               

Tahun 2016 tentang Tunjangan Perumahan bagi 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kota Banjarbaru, perlu dilakukan penyesuaian biaya 
sewa untuk Rumah Jabatan Wakil Walikota disetarakan 
dengan Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua DPRD; 

 
  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017 tentang Biaya Sewa 

Rumah Jabatan Bagi Wakil Walikota; 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999             

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3822); 

 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 

  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                 
Nomor 4438); 

 
6. Undang-Undang… 
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6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali,terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 
 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000  Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota 
Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37); 
 
13. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru 

(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 36); 
 
14. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Biaya Sewa Rumah Jabatan bagi Wakil Walikota 
(Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2017 Nomor 5); 
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MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA 
BANJARBARU NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG BIAYA 
SEWA RUMAH JABATAN BAGI WAKIL WALIKOTA. 

 
Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 5                  
Tahun 2017 tentang Biaya Sewa Rumah Jabatan Bagi Wakil Walikota, diubah 

sebagai berikut : 

1. Ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai               
berikut : 

 
Pasal 2 

 
(1) Biaya sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota ditetapkan                              

Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per bulan. 

 
(2) Sewa rumah jabatan bagi Wakil Walikota sebagaimana dimaksud 

pada  ayat (1) dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dibidang perpajakan. 

 

(3) Sewa rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dibayarkan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari 2019. 

 

Pasal II 
 

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan 
walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.  

 
 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada Tanggal  14 Maret  2019 

 
WALIKOTA BANJARBARU, 
 

 ttd 
 

       NADJMI ADHANI 
 
Diundangkan di Banjarbaru  

pada tanggal  18 Maret  2019 
                   

SEKRETARIS DAERAH  
 

ttd 

 
     SAID ABDULLAH  
 

 BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 10 
 

 


